Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo
dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
101);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor S5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor S Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 5).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
Nomor 3);

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 31);

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
87 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 88);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a.
b.

C.

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

1)
2)
3)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(defisit)

Rp. 1.672.270.191.535,16

Rp. 848.995.357.678,06

Rp. 237.876.805.206,17
Rp. 1.039.945.781.336,00
Rp.  394.447.604.992,99
Rp. 626.229.036.008,00
Rp. 286.819.882,06
Rp. 0,00
Rp. 28.014.985.418,00
Rp. 17.836.800.000,00
Rp. 10.393.985.452,00
Rp. 165.958.055.072,00
Rp. 275.675.846,00
Rp. 44.616.748.009,96

Rp. 356.114.161.315,55
Rp. 421.935.543.762,71

Rp. 822.666.453.088,22
Rp. 1.671.661.810.766,28
Rp. 608.380.768,88



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 120.822.028.916,44
b. Pengeluaran Rp. 26.175.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 94.647.028.916,44

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 95.255.409.685,32

Pasal 2
(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
- KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN

__SOSIALISASI PRODUK HUKUM,

/]

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP: 18721217 199603 1 001

<




Diundangkan di Wates

pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 35



